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I. UMUM

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang
merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan
prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
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II.

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga
telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-
Undang tersebut dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan
kehidupan ketatanegaraan.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan ketiga Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan
menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia

pensiun hakim konstitusi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 4
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 7A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa” adalah menjalankan ajaran agama.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23
Cukup jelas.
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Angka 9
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 27A

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Peraturan Mahkmah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat

dengan  persetujuan  Majelis

Konstitusi.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Kehormatan Mahkamah
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Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk putusan
Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Angka 14
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

www.peraturan.go.id



